
BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR Vb TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2O2O TENTANG

KEWAJIBAN PEI{YAMPAIAN LAPORAN KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang a.

BUPATI NATUNA,

bahwa dalam rangka Aparatur Sipil Negara yang

memililri integritas, professionaJ, bersih dari praktek

korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bebas dari

penyalahgunaan wewenang dalam tata keiola

pemerintah yang baik, diperlukan peraturan mengenai

pelaporan harta kekayaan yang dimilikinya;

bahwa perlu dilakukan sinkronisasi dengan Peraturan

Bupati Nomor 11 tentang Tata Cata Pembayaran

Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil

Negara dan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, agar

dapat di implementasikan seczrra efektif;

bahwa berdasarkar penimbangan sebagaimala

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, pe rlu

menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati

Nomor 24 Tahun 2O2l tentang Kewajiban

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil

Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;

b.

c.
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Mengingat 1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun L945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Singingi,dan Kota Batam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun

2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang

Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,

Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan

Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO8 Nomor tO7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a88O);

Undang-Undang Nomor 5, Tahun 2Ol4 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 523a1;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

3.

4.

5.
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7.

8.

6.
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 56791;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2A Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 657 3);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2417 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24

TAHUN 2O2I TENTANG KEWAJIBAN PEI{YAMPAIAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Bupati Nomor 24

Tahun 2O2O tentang Kewajiban Penyampaian Laporan

Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah

Kabupaten Natuna Tahun 2O2O Nomor 24) diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Setiap ASN yang tidak melaksanakan kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat

dikenakan sanksi administrasif berupa:

a. sanksi tertulis;

b. penundaan kenaikan pangkat/golongan; dan

c. penundaan, pemotongan dan/atau penghentian

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Menetapkan

(1)



(21

-4-

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1)

diberikan oleh Pejabat yang berwenang.

Peraturan Bupati

diundangkan.

Pasal II

mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orarrg mengetahrrinya, rnernerintahkan

'pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan diRanai

pada tanggal, tg ;rutt >o2-t

{ eueatr NAruNA, 

5l'.

Diundangkan di Ranai

pada tanggal, ( g fu [t ?oL\

NATUNA,

ANARK ARIANTO

BERITA DAERAH UPATEN NATUNA TAHUN 2O2l NOMOR bf'


